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ABSTRAK

Faktor-Faktor Sosiologis yang Membentuk Kepercayaan Masyarakat
terhadap Institusi Kepolisian (Studi Pada Bidang Pelayanan Polres Kota
Metro Provinsi Lampung)

Oleh:

Afita Ister Juniarni

Menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum merupakan isu
penting yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya dari perspektif sosial, karena
kepercayaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja formal lembaga, tetapi juga oleh
pengalaman, interaksi, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis faktor-faktor
sosiologis yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian
di Kota Metro, Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi terhadap masyarakat serta aparat kepolisian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang membentuk kepercayaan
masyarakat adalah pengalaman interaksi langsung, pengaruh media, nilai dan
norma sosial, serta tingkat pendidikan dan pemahaman hukum. Proses
pembentukan kepercayaan berlangsung melalui mekanisme konstruksi sosial, yang
meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang secara bersama-sama
membentuk persepsi, penilaian, dan sikap masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kata Kunci: institusi kepolisian, kepercayaan masyarakat



ABSTRACT

Sociological Factors Shaping Public Trust in Police Institutions (A Study in the
Service Division of Metro City Police Resort, Lampung Province)

By:

Afita Ister Juniarni

The decline in public trust in law enforcement is an important issue that requires
in-depth study, particularly from a social perspective, because trust is not only
determined by the formal performance of the institution, but also by experiences,
interactions, and social constructions that develop in community life. This study
aims to examine and analyze the sociological factors that shape public trust in the
police institution in Metro City, Lampung Province. This study uses a qualitative
method with a case study approach. Data were obtained through observation, in-
depth interviews, and documentation of the community and police officers. The
results show that the factors that shape public trust are direct interaction
experiences, media influence, social values and norms, as well as education levels
and legal understanding. The process of trust formation occurs through social
construction mechanisms, which include externalization, objectivation, and
internalization, which together shape public perceptions, assessments, and
attitudes toward the police institution.

Keywords: police institutions, public trust
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan kepolisian dalam suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan dari
kebutuhan masyarakat akan rasa aman, ketertiban, dan kepastian hukum. Dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI) memegang peranan penting sebagai institusi yang diberi kewenangan
untuk menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Kedudukan tersebut memperoleh dasar konstitusional melalui
Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan kepolisian sebagai salah satu
unsur utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara bersama Tentara
Nasional Indonesia, dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung (DM, M. Y.,
dkk, 2022).

Namun, efektivitas kinerja kepolisian tidak semata-mata ditentukan oleh
kemampuannya menindak kejahatan, melainkan ditentukan pula oleh legitimasi
dari masyarakat. Fondasi utama dari legitimasi tersebut adalah kepercayaan
publik (public trust). Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh
legitimasi serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang
menjalankannya. Jika masyarakat tidak percaya, maka hukum akan kehilangan
maknanya dan hanya dianggap sebagai aturan yang dipatuhi karena terpaksa,

bukan dengan kesadaran.

Pada sektor pelayanan publik, penilaian terhadap kinerja kepolisian dapat
dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diterima. Kepuasan
masyarakat terhadap kinerja kepolisian tidak dapat dilepaskan dari kualitas
pelayanan yang diterima. Kedua aspek tersebut memiliki keterhubungan yang

bersifa saling timbal balik, karena perubahan pada kualitas pelayanan akan



berdampak pula pada tingkat kepuasan masyarakat. Dengan kata lain, mutu
pelayanan yang diberikan kepolisian sangat berperan besar dalam menentukan
tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Di sisi lain, peningkatan
kepuasan masyarakat juga dapat mempengaruhi dan memotivasi penyelenggara
pelayanan untuk lebih berinovasi agar dapat mempertahankan tingkat kepuasan

dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Isu mengenai persepsi masyarakat kepada institusi kepolisian menjadi sorotan
tajam di tingkat nasional. Beberapa kasus yang yang terjadi di beberapa bulan
terakhir, seperti pemberitaan media massa mengenai dugaan penyalahgunaan
wewenang, serta persepsi publik tentang ketidakadilan dalam penanganan
perkara telah menggerus citra institusi kepolisian. Persoalan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, terutama kepolisian, masih
menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia. Kasus-kasus tersebut
seringkali menciptakan persepsi di masyarakat bahwa hukum cenderung "tajam
ke bawah tetapi tumpul ke atas" yang memperburuk ketidakpercayaan terhadap

institusi penegak hukum secara keseluruhan.

Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak semata
dipengaruhi oleh aspek hukum formal, tetapi oleh berbagai faktor sosiologis
pula. Pertama, pengalaman langsung masyarakat dalam berinteraksi dengan
polisi. Kedua, norma dan nilai sosial yang terdapat di masyarakat. Ketiga,
pengaruh media massa dan media sosial juga membentuk perspektif
masyarakat. Terakhir, tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum masyarakat
berperan dalam membentuk kesadaran kritis terhadap kinerja aparat. Oleh
karena itu, memahami kepercayaan berarti membongkar proses-proses sosial
yang mendasarinya, bukan sekadar mengukur tinggi atau rendahnya level

kepercayaan dalam persentase.

Berdasarkan data Bagian Perencanaan Polres Kota Metro, hasil Survei
Kepuasan Masyarakat memperlihatkan bahwa pada November 2025 rata-rata
indeks kepuasan masyarakat terhadap satuan kerja Polres Metro mencatat angka
96,18 dengan nilai indeks 3,85, dan masuk dalam kategori mutu pelayanan

sangat baik. Berbagai jenis layanan kepolisian juga memperoleh penilaian



positif dari masyarakat. Pelayanan SKCK mencatat skor tertinggi, yakni 99,67,
karena dipandang cepat dan transparan. Sementara itu, pelayanan SIM yang
memperoleh nilai 97,62 dan Samsat dengan nilai 92,59 juga diapresiasi karena
prosedur pelayanannya dinilai tertata dengan baik dan berjalan efisien. Selain
itu, layanan penyelidikan pada Sat Reskrim dan Sat Narkoba masing-masing
meraih nilai 98,09 dan 94,07, yang mencerminkan penilaian positif masyarakat
terhadap sikap petugas yang responsif dan profesional. Oleh karena itu, penting
untuk mempertanyakan apakah tingginya kepuasan masyarakat tersebut turut
berkontribusi terhadap terbentuknya kepercayaan masyarakat kepada institusi

kepolisian di Kota Metro.

Fenomena ini memunculkan sebuah urgensi untuk memahami secara mendalam
bagaimana dinamika kepercayaan ini terbentuk. Kota Metro, sebagai salah satu
pusat urban di Provinsi Lampung dengan masyarakat yang majemuk serta
kehidupan sosial yang dinamis, menjadi fokus yang menarik. Interaksi sehari-
hari antara masyarakat dengan polisi yang beragam seperti di jalan raya, di
kantor polisi, maupun di lingkungan sekitar menjadi tempat penting di mana
kepercayaan dibangun atau justru dirusak. Dengan demikian, meneliti faktor
sosilogis yang membentuk kepercayaan masyarakat di Kota Metro menjadi
penting untuk memahami bagaimana isu nasional tersebut dialami dan dimaknai

secara lokal.

Menurut hasil penelitian Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023) salah satu faktor
yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat
dipulihkan adalah kemampuan pihak kepolisian dalam meyakinkan masyarakat
bahwa lembaga tersebut dapat memberi perlindungan maksimal dan menjamin
keamanan masyarakat. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tumbuhnya
kepercayaan masyarakat kepada polisi bergantung pada hadirnya rasa aman
dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, kepercayaan terhadap kepolisian
hanya dapat dibangun apabila institusi tersebut mampu menghadirkan

perlindungan dan keamanan bagi masyarakatnya..

Penelitian lain dari Edi Saputra Hasibuan (2024) memberikan hasil lain bahwa

upaya dalam membentuk kepercayaan antara masyarakat dan Kepolisian



Nasional perlu didasarkan pada sistem yang mengutamakan kompetensi,
keterbukaan, keandalan, dan keadilan. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri
dapat dipahami sebagai salah satu tolok ukur penting dalam menilai
keberhasilan kinerja institusi kepolisian. Keempat prinsip inilah yang menjadi
inti hubungan kepercayaan. Selain itu, Hasibuan (2024) menyatakan bahwa
pengalaman berinteraksi langsung masyarakat dengan polisi, pemberitaan
media, dan opini yang berkembang di lingkungan masyarakat berpengaruh

besar terhadap tingkat kepercayaan publik.

Kesenjangan penelitian (research gap) ini adalah banyak penelitian yang ada
cenderung berhenti pada level survei kepuasan atau pengukuran statistik, yang
menghasilkan data tentang seberapa tinggi tingkat kepercayaan publik.
Meskipun data ini penting, tidak menjelaskan aspek 'mengapa’ dan 'bagaimana’
(how and why). Kita mungkin tahu sekian persen warga Kota Metro percaya
pada polisi, tetapi kita tidak tahu bagaimana mereka memaknai interaksi dengan
polisi dan faktor sosiologis apa yang membentuk kepercayaan masyarakat

terhadap institusi kepolisian di Kota Metro.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian berjudul “Faktor-Faktor
Sosiologis yang Membentuk Kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi
Kepolisian (Studi pada Bidang Pelayanan Polres Kota Metro Provinsi
Lampung)” dinilai perlu dilakukan melalui metode kualitatif dan dengan
pendekatan studi kasus agar faktor-faktor sosiologis yang membentuk
kepercayaan terhadap institusi kepolisian di Kota Metro dapat dipahami secara
mendalam. Pemilihan Kota Metro sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi
oleh kondisi masyarakatnya yang majemuk dan memiliki tingkat keragaman
sosial yang tinggi, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun budaya.
Kondisi ini memunculkan beragam persepsi dan kepercayaan terhadap institusi
kepolisian. Dengan kondisi ini, peneliti memilih subjek penelitian berupa
masyarakat yang pernah berinteraksi langsung dengan polisi, masyarakat umum
yang belum pernah berinteraksi untuk melihat apakah terdapat perbedaan
kepercayaan, dan aparat polisi yang melakukan tugas dibidang pelayanan

sebagai subjek pendukung.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dirumuskan masalah di

bawah ini;

Faktor-faktor sosiologis apa saja yang membentuk kepercayaan masyarakat

Kota Metro terhadap institusi kepolisian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini

memiliki tujuan:

Menganalisis  faktor-faktor sosiologis yang membentuk kepercayaan

masyarakat Kota Metro terhadap institusi kepolisian.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis,

di antaranya yaitu:

1.

Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi
pengembangan kajian sosiologi, terutama dalam ranah sosiologi hukum.
Melalui analisis terhadap faktor-faktor sosiologis yang berperan dalam
pembentukan kepercayaan masyarakat Kota Metro terhadap institusi
kepolisian dengan menggunakan Teori Konstruksi Sosial dari Peter L.
Berger dan Thomas Luckmann, penelitian ini diharapkan dapat menambah
khazanah akademik yang relevan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat
dimanfaatkan sebagai rujukan ilmiah berupa sumber literatur, data, dan
referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti selanjutnya yang
memiliki minat pada isu kepolisian, kepercayaan publik, dan penegakan

hukum dalam perspektif ilmu sosial.



Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi
masyarakat maupun institusi kepolisian. Bagi masyarakat, hasil penelitian
ini diharapkan dapat mendukung terbangunnya hubungan yang lebih baik
dengan kepolisian, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan
mutu pelayanan publik dan penguatan rasa keadilan. Sementara itu, bagi
kepolisian, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap
pelaksanaan kinerja Polres Kota Metro agar penyelenggaraan tugas-tugas
kepolisian ke depan dapat dilakukan secara lebih profesional. Dengan
demikian, fungsi kepolisian dalam melindungi, mengayomi, dan melayani
masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum

dapat dilaksanakan secara lebih optimal.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepercayaan

2.1.1 Definisi Kepercayaan

Kepercayaan adalah unsur mendasar dalam terciptanya hubungan yang
berjalan dengan baik. Suatu relasi dapat terbentuk ketika pihak-pihak
yang terlibat memiliki sikap saling percaya. Konsep kepercayaan
maupun ketidakpercayaan publik sering dipakai untuk menjelaskan
beragam fenomena sosial, termasuk ketidakpuasan masyarakat terhadap
lembaga pemerintah yang dianggap belum mampu menjawab harapan
publik. Dalam konteks tersebut, kepercayaan publik dipahami sebagai
keyakinan masyarakat bahwa pemerintah menjalankan kebijakan dengan
berorientasi pada kepentingan umum (Thahir dkk., 2020: 18). Pada
dasarnya, kepercayaan terbagi ke dalam dua bentuk utama, yakni
political trust yang merujuk pada kepercayaan politik dan social trust
yang menunjuk pada kepercayaan sosial. Kedua bentuk kepercayaan
tersebut saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat karena
pengalaman sosial dan penilaian terhadap lembaga formal sering kali

memengaruhi satu sama lain.

Francis Fukuyama (dalam Yilmaz dan Atalay, 2009) menjelaskan
kepercayaan sebagai harapan yang tumbuh dalam masyarakat bahwa
setiap anggotanya akan bertindak sesuai norma keteraturan, kejujuran,
dan kerja sama. Membangun rasa percaya bukanlah hal yang mudah.
Kepercayaan lahir atas serangkaian interaksi antara pihak yang memberi
dan pihak yang menerima. Proses lahirnya rasa percaya terbentuk dari

pengalaman bersama yang dialami kedua belah pihak, misalnya melalui



kerja sama atau kolaborasi dalam suatu kegiatan maupun organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepercayaan pada

hakikatnya merupakan keyakinan terhadap adanya itikad baik, baik yang

dimiliki individu maupun kelompok, dalam menunaikan tanggung jawab

dan tugas yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Dalam beberapa studi mengenai konsep kepercayaan publik yang dimuat

di buku The Oxford Handbook of Social and Political Trust (2018),

menjelaskan asumsi bahwa terdapat perbedaan antara kepercayaan

politik (political trust) dengan kepercayaan sosial (social trust), yaitu

sebagai berikut:

a.

Kepercayaan politik ditandai dengan sikap percaya terhadap institusi
pemerintahan seperti percaya kepada lembaga legislatif, eksekutif,
yudikatif, penegak hukum, dan kepolisian. Sedangkan kepercayaan
sosial muncul melalui proses sosialisasi awal dari orang tua hingga
masyarakat. Kepercayaan sosial tidak dipengaruhi oleh kebijakan
pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan politik
dipengaruhi oleh penilaian kinerja pemerintah, sementara itu
kepercayaan sosial dipengaruhi oleh faktor psikologis individu

terhadap orang lain.

Kepercayaan pada institusi pemerintah dan kepercayaan pada orang
lain terbentuk pada struktur yang berbeda. Kepercayaan politik
didasarkan pada tujuan jangka pendek, di mana proses kepercayaan
kepada pemerintahan didasarkan pada evaluasi masyarakat terhadap
pemerintah. Jika pemerintah dapat memuaskan hati masyarakatnya,
maka kepercayaan terhadap pemerintah dapat terbentuk. Begitu pula
sebaliknya, jika penilaian masyarakat terhadap pemerintah buruk,
maka rendah pula tingkat kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah. Sementara itu, kepercayaan sosial dilandasi oleh
hubungan jangka panjang antara individu masyarakat. Di mana

kepercayaan sosial cenderung stabil tanpa pengaruh kekuasaan.



c. Kepercayaan politik tertanam dalam sistem pemerintahan yang
mempertahankan hak-hak politik, kebebasan sipil, supremasi
hukum, memastikan perlakuan yang adil dan setara terhadap warga
negara. Sedangkan kepercayaan sosial erat kaitannya dengan faktor
identitas sosial seperti ras, agama, budaya sosial, dan gender.
Dengan adanya rasa percaya antar individu dalam masyarakat akan
terbentuk pemerintahan yang baik dan stabil dengan sedikitnya

permasalaha sosial yang terjadi di masyarakat.

Pada dasarnya antara kepercayaan politik dan kepercayaan sosial saling
berhubungan. Sikap saling percaya antar masyarakat merupakan salah
satu modal sosial yang dibutuhkan. Indonesia merupakan negara dengan
sistem pemerintahan demokrasi. Untuk menjaga kestabilan sistem
pemerintahan, dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan dukungan ini
tumbuh dari rasa saling percaya antar individu masyarakat itu sendiri.
Demokrasi menuntut aksi dan koordinasi bersama antar masyarakat dan

ini terjadi apabila ada rasa percaya antar sesama masyarakat.

2.1.2 Faktor-Faktor Sosiologis yang Membentuk Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian bukan semata
terbentuk atas peraturan perundang-undangan, melainkan dipengaruhi
pula oleh pengalaman berinteraksi, hasil pengamatan terhadap
lingkungan sosial, nilai dan norma, serta proses internalisasi yang
berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi,
kepercayaan didapat dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui
interaksi antara individu dan lembaga, serta tidak terlepas dari pengaruh
budaya dan struktur sosial yang melingkupinya (Berger & Luckmann,
1966; Sztompka, 1999). Oleh sebab itu, memahami faktor-faktor yang
membentuk kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian menjadi

penting untuk melihat bagaimana kepercayaan itu terbentuk.
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Pengalaman Berinteraksi Langsung

Pengalaman masyarakat ketika berinteraksi secara langsung dengan
polisi pada dasarnya dapat memengaruhi Tingkat kepercayaan
mereka, namun pada penelitian Nix, dkk (2014) menunjukkan
bahwa pengalaman tersebut hanya berpengaruh jika interaksi itu
dinilai adil oleh masyarakat. Dalam penelitian tersebut dijelaskan
bahwa frekuensi atau jenis kontak dengan polisi baik interaksi yang
dimulai masyarakat maupun interaksi yang dimulai polisi, tidak
secara otomatis meningkatkan atau menurunkan kepercayaan. Yang
menentukan kepercayaan adalah bagaimana kualitas pelayanan
polisi selama interaksi tersebut berlangsung. Ketika masyarakat
merasa diperlakukan dengan sopan, dihargai pendapatnya, dan
melihat polisi bersikap netral, pengalaman tersebut dapat
memperkuat kepercayaan mereka. Masyarakat akan merasa bahwa
polisi memiliki itikad baik dan bertindak untuk kepentingan
masyarakat sehingga menimbulkan persepsi positif terhadap
institusi kepolisian. Sebaliknya, jika interaksi tersebut dinilai tidak
adil seperti masyarakat merasa diabaikan, diperlakukan kasar, tidak
mendapat penjelasan, atau mengalami diskriminasi, maka
pengalaman itu dapat mengurangi kepercayaan, meskipun

pengalaman tersebut hanya terjadi sekali.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengalaman berinteraksi pada
dasarnya membentuk kepercayaan melalui persepsi keadilan
prosedural. Ketika variabel keadilan prosedural dimasukkan ke
dalam analisis, pengaruh pengalaman kontak langsung menjadi tidak
signifikan. Hal ini berarti bahwa pengalaman interaksi hanya
memengaruhi kepercayaan jika warga menilai cara polisi bertindak
sebagai adil atau tidak adil. Dengan demikian, bukan banyaknya
interaksi yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat,

melainkan kualitas perlakuan polisi selama interaksi tersebut.



11

Semakin adil, sopan, dan transparan polisi dalam bertindak, semakin
besar kemungkinan masyarakat membangun kepercayaan terhadap
kepolisian. Sebaliknya, pengalaman yang dianggap tidak adil akan
dengan cepat merusak kepercayaan, bahkan jika pengalaman itu
terjadi dalam interaksi yang singkat sekalipun. Temuan ini
menunjukkan betapa pentingnya penerapan prinsip-prinsip keadilan

prosedural dalam setiap bentuk interaksi polisi dengan masyarakat.

. Nilai dan Norma

Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dibentuk oleh berbagai
faktor sosiologis yang berkembang melalui proses sosial dalam
interaksi sosial sehari-hari. Faktor yang memiliki peran penting
salah satunya ialah nilai dan norma sosial yang hidup di tengah
masyarakat. Nilai dan norma tersebut berfungsi sebagai pedoman
perilaku dan standar penilaian terhadap tindakan lembaga sosial
termasuk kepolisian. Ketika tindakan polisi dianggap selaras dengan
nilai moral, etika publik, dan norma komunitas, maka masyarakat
cenderung memberikan penilaian positif dan kepercayaan yang lebih
tinggi. Menurut Sari dan Purwanto (2023) moral alignment atau
kesesuaian tindakan polisi dengan nilai moral komunitas akan
langsung berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan
masyarakat terhadap kepolisian. Oleh karena itu, nilai dan norma
sosial dapat dipandang sebagai unsur penting yang memengaruhi

penilaian masyarakat terhadap legitimasi institusi kepolisian.

. Media Massa dan Media Sosial

Peran media memiliki dapat membentuk perspektif masyarakat
dalam menilai dan mempercayai institusi kepolisian. Dalam
kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat tidak memiliki

pengalaman langsung berinteraksi dengan polisi. Akibatnya, media
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menjadi sumber utama bagi masyarakat untuk mengetahui
bagaimana polisi bekerja, apakah mereka adil, profesional, dan dapat
dipercaya. Jurnal penelitian Hsieh, Wang, Wu dan Chen (2025)
menjelaskan bahwa pengaruh media terhadap kepercayaan
masyarakat dapat dilihat melalui tiga hal yaitu: jenis media yang
dikonsumsi, kebiasaan mengecek informasi (fact-checking), dan

pemahaman masyarakat mengenai dampak media.

Pertama, jenis media yang digunakan masyarakat sangat
memengaruhi pandangan mereka terhadap polisi. Penelitian tersebut
menemukan bahwa orang yang lebih sering menggunakan media
tradisional seperti televisi, radio, atau koran cenderung memiliki
pandangan lebih positif terhadap polisi. Hal ini karena media
tradisional biasanya menyajikan informasi yang lebih stabil dan
sudah melalui proses penyaringan yang cukup ketat. Sebaliknya,
orang yang lebih sering menggunakan media online seperti berita
internet atau media sosial justru lebih mudah membangun persepsi
negatif terhadap polisi. Ini terjadi karena media online sering
memuat berita yang sensasional, viral, atau belum terverifikasi,
sehingga lebih mudah memunculkan penilaian buruk mengenai

kinerja kepolisian.

Kedua, kebiasaan masyarakat dalam memverifikasi informasi atau
melakukan fact-checking berpengaruh pada cara mereka menilai
keadilan prosedural polisi. Individu yang memiliki kebiasaan
memverifikasi kebenaran informasi cenderung tidak mudah
mempercayai berita yang belum terkonfirmasi maupun informasi
negatif yang disajikan secara berlebihan. Oleh karena itu, mereka
lebih mampu menilai polisi secara objektif. Penelitian menunjukkan
bahwa masyarakat yang lebih sering melakukan fact-checking
cenderung memiliki penilaian lebih positif terhadap cara polisi

menjalankan tugasnya.
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Ketiga, pemahaman masyarakat mengenai dampak media baik
dampak positif maupun negatif juga membentuk kepercayaan
mereka terhadap polisi. Ketika masyarakat percaya bahwa media
dapat membantu polisi, misalnya dengan mengawasi kinerja mereka
atau membantu mengungkap kasus, maka kepercayaan mereka
terhadap polisi meningkat. Menariknya, penelitian ini juga
menemukan bahwa ketika masyarakat menyadari bahwa media bisa
berdampak negatif, seperti menyebarkan informasi yang tidak
akurat, mereka menjadi lebih kritis dan tidak langsung menilai buruk
polisi hanya karena melihat satu berita negatif. Kesadaran ini justru
membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian

menjadi lebih stabil.

Secara keseluruhan, penelitian tersebut membuktikan bahwa media
bukan semata tempat menyampaikan informasi, tetapi juga sebuah
alat untuk membentuk cara pandang masyarakat dalam memahami
polisi. Bagi masyarakat yang jarang berinteraksi langsung dengan
polisi, media bahkan dapat menggantikan pengalaman nyata dalam
membentuk persepsi mereka. Dalam konteks penelitian “Faktor
Sosiologis yang Membentuk Kepercayaan Masyarakat terhadap
Institusi Kepolisian,” media dapat dianggap sebagai salah satu faktor
penting karena mampu memengaruhi cara masyarakat melihat

kinerja polisi melalui informasi yang mereka konsumsi.

Di Kota Metro, hal ini sangat relevan karena masyarakat
menggunakan berbagai jenis media, terutama internet dan media
sosial. Masyarakat yang lebih sering terpapar konten negatif di
media online lebih rentan memiliki kepercayaan rendah terhadap
polisi. Sebaliknya, mereka yang masih mengandalkan media
tradisional cenderung memiliki penilaian yang lebih stabil. Dengan

demikian, kemampuan menyaring informasi menjadi sangat penting
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agar persepsi mereka terhadap polisi tidak hanya dibentuk oleh
berita-berita negatif, tetapi berdasarkan informasi yang lebih

seimbang dan dapat dipercaya.

Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Hukum Masyarakat

Faktor tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kepercayaan
publik terhadap kepolisian. Pendidikan dianggap membantu
masyarakat memahami fungsi lembaga penegak hukum,
meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memperkuat
pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban
sebagai warga negara. Studi yang dilakukan oleh Khan (2023) dalam
Impact of Education on Trust in Police menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap
kepolisian, baik melalui pemahaman yang lebih baik tentang
prosedur hukum maupun kemampuan untuk menilai informasi
secara lebih objektif. Meskipun pengaruh pendidikan dapat berbeda
sesuai dengan konteks yang melatarbelakanginya, temuan tersebut
mengindikasikan bahwa pendidikan dapat dipandang sebagai unsur
sosiologis yang penting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan
kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Faktor lainnya adalah pemahaman dan pengetahuan hukum, yang
juga berperan dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai
kinerja kepolisian. Individu yang memiliki pengetahuan lebih baik
tentang sistem hukum, prosedur penegakan hukum, dan peran polisi
dalam sistem peradilan cenderung memberikan penilaian yang lebih
rasional dan seimbang. Machura dan kolaborator (2014), dalam
studinya mengenai kepercayaan mahasiswa hukum terhadap polisi
dan pengadilan, menemukan bahwa pendidikan hukum dapat
membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses
penegakan hukum sehingga menghasilkan tingkat kepercayaan yang

berbeda dibanding masyarakat umum. Temuan ini menunjukkan
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bahwa pengetahuan hukum memengaruhi cara seseorang menilai
tindakan kepolisian, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat

kepercayaan.

2.2 Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan masyarakat sebagai
sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan
yang mereka anggap sama. Sebagai kelompok yang bersifat majemuk dan
menempati suatu wilayah tertentu, masyarakat terdiri atas beragam kelompok
dengan latar belakang yang berbeda. Dalam kehidupan bersama tersebut,
terbentuk kesepakatan kolektif berupa aturan maupun adat istiadat yang lahir
dari interaksi sosial. Keberadaan aturan dan adat istiadat tersebut pada dasarnya
bergantung pada kesepakatan masyarakat itu sendiri, yang berkembang seiring
dengan berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dalam jangka waktu yang

panjang.

Istilah masyarakat memiliki makna yang beragam. Dalam bahasa Arab,
masyarakat berasal dari kata syaraka yang berarti turut serta. Dalam bahasa
Inggris, masyarakat dikenal dengan istilah society yang mencakup aspek
interaksi sosial serta rasa kebersamaan. Secara umum, masyarakat dapat
dimaknai sebagai suatu kesatuan kehidupan manusia yang menjalankan
interaksi sosial dalam kerangka sistem adat istiadat yang berlangsung secara
terus-menerus serta dipersatukan oleh adanya rasa identitas kolektif. (Prof. Dr.

Koentjaraningrat, 2013).

Lebih lanjut, Koentjoroningrat (2000) memberikan karakteristik utama suatu

masyarakat, yaitu:

1. Hubungan sosial antarindividu dalam masyarakat berlangsung secara aktif
dan berkesinambungan. Kualitas interaksi tersebut dapat tercermin dari
sarana yang tersedia. Pada masyarakat modern, keberadaan infrastruktur

seperti telekomunikasi, jalan, media penyiaran, hingga pers nasional
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memungkinkan terjalinnya komunikasi yang luas dan intens di antara
warga.

2. Kehidupan bersama dalam masyarakat diatur oleh seperangkat norma atau
ketentuan yang mengarahkan perilaku anggotanya. Baik dalam lingkup
besar seperti negara maupun lingkup yang lebih kecil seperti komunitas
lokal, selalu terdapat aturan yang menjadi pedoman dalam menjalani
kehidupan sosial.

3. Kehidupan sosial juga ditandai oleh keberlanjutan dari waktu ke waktu.
Norma dan aturan yang berlaku umumnya bersifat tetap dan telah
dijalankan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga tidak bersifat
sementara, melainkan terus dipertahankan sebagai bagian dari tatanan

masyarakat.

Konsep masyarakat menjadi landasan dalam penelitian ini karena kepercayaan
terhadap institusi kepolisian tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang
terjadi di tengah tempat individu berinteraksi. Sebagai kesatuan sosial yang
memiliki aturan, nilai, dan adat istiadat tertentu, masyarakat Kota Metro
membentuk pola berpikir, persepsi, dan sikap masyarakatnya dari kegiatan
interaksi antar masyarakat yang terus menerus berlangsung selama ini. Oleh
karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian bukan terbentuk secara
individual, tetapi terbentuk melalui pengalaman kolektif dan struktur sosial
yang ada. Interaksi antar masyarakat, komunikasi yang berkembang melalui
media, serta norma yang berlaku di lingkungan sosial juga mempengaruhi
bagaimana masyarakat memaknai kinerja dan legitimasi kepolisian.
Kepercayaan masyarakat terakar pada proses sosial yang berlangsung dalam

kehidupan sehari-hari masyarakat.

2.3 Institusi Kepolisian

Dalam kehidupan bernegara, polisi menempati posisi sebagai aparat negara
yang diberi tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban sosial,
sekaligus menghadirkan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat

(Satjipto Rahardjo, 2009). Secara normatif, cakupan makna kepolisian
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dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 angka (1), dijelaskan bahwa
kepolisian meliputi seluruh hal yang berkaitan dengan lembaga maupun fungsi
kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya,
kepolisian tidak dipahami hanya sebagai institusi formal, tetapi juga sebagai

fungsi yang melekat pada pelaksanaan tugasnya.

Pemahaman tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 2 yang menempatkan
fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara. Fungsi
tersebut mencakup tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, lembaga kepolisian
merupakan organ negara yang dibentuk dan diberi otoritas untuk menjalankan

fungsi-fungsi tersebut sesuai hukum yang berlaku.

Adapun Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sebagai alat negara
dalam melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan
hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Ketentuan tersebut juga
menegaskan bahwa Polri merupakan kepolisian nasional yang terintegrasi dan

menjalankan tugasnya sebagai satu kesatuan.

Berdasarkan sejarah awal mula dan perkembangannya, istilah polisi telah
mengalami perbedaan arti. Istilah polisi memiliki akar historis yang dapat
ditelusuri hingga masa Yunani kuno melalui penggunaan kata politeia yang
pada awalnya merujuk pada keseluruhan sistem pemerintahan dalam suatu
negara kota. Dalam perkembangan selanjutnya, makna istilah tersebut
mengalami pergeseran hingga digunakan untuk menunjuk kota itu sendiri
sekaligus berbagai aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Hal ini tidak
terlepas dari kondisi pada masa itu, ketika kota-kota berdiri sebagai entitas
politik yang mandiri, yang dikenal dengan sebutan polis. Oleh karena itu,
politeia atau polis tidak hanya mencakup urusan pemerintahan, tetapi juga

berbagai aspek kehidupan lain, termasuk kegiatan keagamaan. Memasuki abad
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ke-14 dan ke-15, aktivitas keagamaan berkembang semakin kompleks sehingga
penyelenggaraannya mulai dipisahkan dan diatur secara lebih khusus. Pada
akhirnya, urusan keagamaan tidak lagi dimasukkan ke dalam ruang lingkup
politeia, sehingga istilah politeia atau polisi kemudian hanya merujuk pada

urusan dan aktivitas yang bersifat duniawi (Warsito Hadi Utomo, 2005).

Dalam konteks modern, polisi dipahami sebagai institusi resmi milik negara
yang diisi oleh aparatur sipil, dengan tanggung jawab utama memelihara

keamanan dalam kehidupan masyarakat (Aditya Nagara, 2000).

Secara normatif, tanggung jawab hukum yang dimiliki institusi kepolisian telah
dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berbagai aturan lain yang berkaitan
dengan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Pasal 13 undang-undang
tersebut, ruang lingkup tugas utama kepolisian terdiri atas tiga hal pokok, yakni
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan
hukum, serta menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat.

Sementara itu, ketentuan yang lebih operasional mengenai pembagian fungsi
organisasi diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2021 yang membahas susunan organisasi dan tata kerja pada
tingkat Polres dan Polsek. Melalui peraturan tersebut, setiap unsur organisasi
diberikan fungsi yang berbeda sesuai bidang tugasnya, tetapi seluruhnya tetap

berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung.

Dalam lingkungan Polres, Kapolres menempati posisi sebagai pimpinan utama
yang memikul tanggung jawab untuk mengarahkan, mengendalikan, dan
mengawasi seluruh satuan kerja yang ada di wilayahnya. Di samping itu,
Kapolres juga berperan dalam memberikan pertimbangan kepada pimpinan
pada level daerah. Wakapolres berperan sebagai unsur pembantu pimpinan yang
membantu pelaksanaan tugas, mengoordinasikan seluruh fungsi, serta

menggantikan Kapolres apabila berhalangan.
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Di sisi lain, terdapat unit-unit pengawasan internal seperti Seksi Pengawasan
yang bertugas memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana
melalui fungsi pengendalian, evaluasi, dan penanganan pengaduan masyarakat.
Fungsi serupa juga diperkuat oleh Seksi Profesi dan Pengamanan yang berfokus
pada pembinaan disiplin, penegakan kode etik, serta pengamanan internal

organisasi.

Dalam aspek operasional, Bagian Operasi bertanggung jawab atas perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan kepolisian, termasuk pengamanan dan kerja sama
lintas instansi. Perencanaan strategis dan pengelolaan program berada di bawah
Bagian Perencanaan, sedangkan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk
pembinaan karier dan kesejahteraan personel, dilaksanakan oleh Bagian SDM.

Dukungan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Bagian Logistik.

Selain itu, terdapat berbagai satuan dan seksi yang menangani fungsi-fungsi
spesifik, seperti Seksi Humas yang mengelola informasi dan komunikasi publik,
Seksi Hukum yang memberikan bantuan dan penyuluhan hukum, serta Seksi
Teknologi Informasi yang mendukung pengelolaan data dan sistem komunikasi.

Fungsi administratif dan pelayanan internal dijalankan oleh Seksi Umum.

Pada tataran operasional lapangan, berbagai satuan pelaksana memiliki tugas
khusus di antaranya meliputi: (1) Satuan Reserse Narkotika yang menangani
tindak pidana narkotika; (2) Satuan Pembinaan Masyarakat yang berfokus pada
pemberdayaan dan kemitraan dengan Masyarakat; dan (3) Satuan Samapta yang
menjalankan fungsi patroli, pengamanan, dan pengendalian massa. Selain itu,
terdapat pula Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang mengelola
tahanan dan barang bukti, Seksi Keuangan yang mengatur administrasi
keuangan, serta Seksi Kedokteran dan Kesehatan yang memberikan layanan

kesehatan bagi anggota Polri dan masyarakat.

Secara keseluruhan, struktur organisasi dan pembagian tugas tersebut
menunjukkan bahwa kepolisian bekerja melalui sistem yang terintegrasi, dengan
pembagian fungsi yang jelas guna mendukung pelaksanaan tugas utama
memelihara keamanan, melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat.
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2.4 Landasan Teori

2.4.1 Teori Konstruksi Sosial (Peter L. Berger & Thomas Luckmann)
Dalam karya The Social Construction of Reality, Peter L. Berger bersama
Thomas Luckmann (1966) memperkenalkan konsep konstruksi sosial.
Gagasan ini menegaskan bahwa realitas bukanlah sesuatu yang hadir
dengan sendirinya secara alamiah, melainkan terbentuk melalui proses

serta dinamika sosial yang berlangsung secara kontinu.

Berger dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan sosiologi,
khususnya dalam kajian sosiologi pengetahuan. Berger memulai karir
akademiknya sebagai profesor sosiologi dan teologi di Boston University
pada tahun 1981, kemudian pada tahun 1985 menjabat sebagai direktur
di Institute on Culture, Religion and World Affairs. Sementara itu,
Luckmann mengawali karier akademiknya sebagai profesor sosiologi di
Universitas Konstanz. Keduanya dikenal sebagai teoritikus yang
menaruh perhatian besar pada bidang filsafat ilmu dan sosiologi,
termasuk di dalamnya sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, serta

sosiologi komunikasi (Dharma, 2018).

Pemikiran Berger dan Luckmann tentang konstruksi sosial menempatkan
realitas sosial sebagai sesuatu yang tidak muncul begitu saja, tetapi lahir
dari proses pembentukan yang berlangsung melalui interaksi sosial
dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan mereka, realitas sosial
bukan sekadar sesuatu yang sudah tersedia, melainkan dihasilkan melalui
tindakan individu yang aktif dalam memberi makna sekaligus
membentuk dunia sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, realitas sosial
dapat dipahami sebagai hasil dari proses interaksi yang terus berlangsung
dan diproduksi secara berkelanjutan dalam kehidupan bersama
(Yunianingsih, 2006). Dengan kata lain, realitas sosial terbentuk melalui
hubungan sosial dan tindakan manusia yang berlangsung secara terus-

menerus dalam masyarakat (Wita dan Mursal, 2022).

Bagi Berger dan Luckmann, realitas sosial pada dasarnya lahir atas tiga

proses dialektis, yakni proses eksternalisasi, proses objektivasi, dan
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proses internalisasi. Eksternalisasi merupakan proses dimana manusia
mengekspresikan dirinya dalam dunia sosial melalui tindakan, kebiasaan,
dan penciptaan institusi. Objektivasi terjadi ketika hasil eksternalisasi
tersebut diterima sebagai kenyataan objektif yang berada di luar diri
manusia. Selanjutnya, internalisasi merupakan proses dimana individu
menghayati kenyataan objektif tersebut sebagai bagian dari kesadaran
subjektifnya melalui sosialisasi, sehingga institusi dan norma sosial
dianggap sebagai sesuatu yang wajar, benar, dan mengikat. Melalui
proses dialektis ini, masyarakat dan institusi sosial termasuk kepolisian
bukan hanya menjadi struktur yang memengaruhi individu, tetapi juga
merupakan produk sosial yang terbentuk dari tindakan manusia secara

kolektif.

Dalam pandangan Berger & Luckmann, kehidupan sehari-hari adalah
ruang utama terbentuknya realitas sosial. Bahasa, simbol, pengetahuan,
dan interaksi sosial memegang peran penting dalam menciptakan dan
mempertahankan realitas. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat
mengenai institusi tertentu misalnya kepolisian tidak muncul secara
spontan, tetapi dibentuk melalui pengalaman, komunikasi, media,
lembaga pendidikan, maupun tradisi sosial. Oleh karena itu, apa yang
dianggap masyarakat sebagai “realitas kepolisian” sebetulnya
merupakan hasil suatu konstruksi yang diproduksi dan terus menerus

direproduksi melalui proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan.

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann ini relevan dipakai untuk
menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,
karena kepercayaan itu sendiri merupakan bentuk realitas sosial yang
dibangun melalui pengalaman, interaksi, informasi, dan pembelajaran
sosial. Kepercayaan masyarakat bukanlah entitas psikologis yang hadir
dengan sendirinya, melainkan konstruksi sosial yang terbentuk melalui
cara masyarakat memaknai peran, fungsi, dan kinerja kepolisian dalam
kehidupan mereka. Dalam kerangka Berger & Luckmann, kepercayaan
terhadap kepolisian terbentuk melalui proses eksternalisasi masyarakat

dalam menciptakan harapan dan makna terhadap peran polisi sebagai
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pelindung, penegak hukum, dan penjaga ketertiban; selanjutnya
diobjektivasikan dalam bentuk aturan hukum, struktur organisasi
kepolisian, prosedur pelayanan, dan simbol-simbol negara; kemudian
diinternalisasikan oleh masyarakat melalui sosialisasi sejak usia dini

bahwa polisi merupakan institusi yang harus dihormati dan dipercaya.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak
dapat dilepaskan dari bagaimana realitas Kepolisian Republik Indonesia
dikonstruksi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat membangun
persepsi mengenai apakah polisi dapat dipercaya melalui rangkaian
pengalaman langsung, pemberitaan media, nilai-nilai sosial, serta tingkat
pengetahuan yang mereka miliki. Ketika proses konstruksi ini
menghasilkan makna positif, maka kepercayaan masyarakat akan
meningkat; sebaliknya, konstruksi yang negatif akan melemahkan

legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

2.4.2 Realitas Objektif dan Subjektif
Realitas sosial adalah seluruh hal yang terjadi dalam kehidupan. Adapun
bagi Berger dan Luckmann (1966) realitas sosial merupakan kualitas
yang memilki keterkaitan dengan fenomena-fenomena yang dianggap
terletak di luar dir1 kemampuan individu. Realitas sosial terbagi menjadi

dua, yaitu realitas objektif dan realitas subjektif (Annisa, 2025).

a. Realitas Objektif
Objektif dalam KBBI memiliki arti keadaan yang sebenarnya tanpa

dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Menurut realitas
sosial objektif oleh Peter L. Berger adalah kenyataan yang berada
di bagian eksternal diri individu, berupa sifat sosial, dan diakui oleh
masyarakat sebagai fakta, mencakup instansi, aturan, norma, dan
kebudayaan yang membentuk struktur sosial (Dharma, 2018).
Sama halnya dengan instansi seperti kepolisian, yang berdiri
dengan aturan, peran, dan ekspektasi publik. Berdasarkan
pengertian tersebut, realitas sosial objektif dianggap sebagai

kenyataan yang berlaku umum yang telah terbentuk dari proses
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interaksi yang terus menerus hingga menjadikan hal tersebut
normal.

b. Realitas Subjektif
Realitas sosial subjektif merupakan kenyataan sosial yang

terbentuk dalam diri individu, dipengaruhi oleh persepsi, pendapat,
dan pengalaman pribadi mereka terhadap realitas sosial yang ada.
Pada realitas ini, individu menyerap realitas objektif melalui proses
internalisasi (Sukidin, 2002). Dengan merujuk pada pengertian
tersebut, realitas sosial subjektif dapat diartikan sebagai bentuk
pemahaman individu terhadap kenyataan sosial yang dibangun
melalui pengalaman pribadi, interaksi, dan penafsiran makna yang
disusunnya sendiri. Meskipun individu hidup dalam struktur sosial
yang telah ditetapkan, setiap individu memiliki ruang untuk
menanggapi, menyesuaikan, bahkan mempertanyakan kenyataan
tersebut sesuai dengan pemikiran dan kesadarannya. Penelitian ini
menunjukan realitas subjektif membentuk persepsi mahasiswa
terhadap instansi kepolisian. Meskipun kepolisian memiliki aturan
yang jelas sebagai penegak hukum, paparan informasi dapat
mempengaruhi cara mereka memahami dan persepsi keberadaan

instansi.

2.4.3 Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi

Berger dan Luckmann mengembangkan pendekatan melalui
pemikiran dialektika Hegel yang dikenal dengan proses tesis,
antitesis, sintesis, untuk menghubungkan antara realitas subjektif
dan objektif (Suandika dan Wirasatya, 2021). Berger dan
Luckmann merumuskan tiga tahapan dialektika sosial, yaitu

eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi.

a. Eksternalisasi
Tahap eksternalisasi ialah mengekspresikan pikiran dan ide
ke dunia luar, menciptakan realitas sosial yang dapat dilihat
dan diakses oleh individu lain. Dalam eksternalisasi, tatanan

sosial adalah hasil suatu proses yang diciptakan oleh



24

manusia secara terus-menerus melalui aktivitas sosialnya
(Berger dan Luckmann, 1966). Dunia sosial tidak hadir
secara alami, melainkan merupakan produk dari tindakan
manusia yang berlangsung dalam relasi sosial sehari-hari
(Dharma, 2018). Dari penjelasan diatas, eksternalisasi
menjadi tahapan dimana individu mencoba
mengekspresikan diri melalui tindakan sosial secara terus
menerus sehingga diterima oleh dunia sosial.

. Objektivasi

Objektivasi adalah proses ketika hasil interaksi sosial antar
individu (eksternalisasi) yang terus menerus dan mulai
dianggap wajar oleh masyarakat, lalu membentuk pola yang
menetap dan diakui bersama (Suandika dan Wirasatya,
2021). Eksternalisasi dan objektivitas adalah dua proses

dialektis yang terus berlangsung.

. Internalisasi

Tahap internalisasi merupakan tahapan dimana individu
menyerap hasil dari interaksi sosial yang dilakukannya.
Proses dimana individu memahami atau menafsirkan
peristiwa yang terjadi di sekitar, peristiwa yang bersifat
obyektif atau nyata dengan pandangan atau pengalaman
pribadi. Menurut Berger dan Luckmann (1966) internalisasi
merupakan tahap konstruksi sosial paling akhir. Dari
pengertian diatas, internalisasi dapat diartikan sebagai
tahapan individu dalam memaknai hal dari eksternalisasi dan
objektivitas sebagai bagian dari pemahaman pribadi yang
membentuk cara berperilaku, berpikir, dan merespons dalam
interaksi sosial. Tiga tahapan konstruksi sosial yang meliputi
eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi adalah produk

masyarakat sendiri (Yunianingsih, 2006).
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Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan kepercayaan

masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Namun, penelitian yang secara

khusus menelaah kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam

konteks

Kota Metro masih belum banyak ditemukan.

Kondisi ini

memperlihatkan adanya ruang kajian yang masih terbuka untuk diteliti lebih

lanjut. Atas dasar itu, penelitian ini disusun untuk memberikan kontribusi pada

kekosongan tersebut dengan menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai

pijakan analitis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Keterkaitan dengan
/Tahun Penelitian Terdahulu
1. | Putri, L., & | Kajian Sosiologi | Penelitian ini Penelitian tersebut
Imanullah, | Hukum Tentang menjelaskan bahwa | relevan dengan penelitian
M. N. Tingkat kepercayaan ini karena sama-sama
(2023) Kepercayaan masyarakat terhadap | membahas kepercayaan
Masyarakat institusi kepolisian masyarakat terhadap
Terhadap Aparat | sangat bergantung institusi kepolisian.
Penegak Hukum | pada kemampuan Perbedaannya terletak

polisi dalam
memberikan rasa
aman dan
perlindungan kepada
masyarakat.
Kepercayaan publik
dapat tumbuh dan
dipulihkan apabila
masyarakat merasa
terlindungi,
sedangkan
keterlibatan aparat
kepolisian dalam
kasus-kasus besar
yang mendapat
sorotan luas, seperti

kasus Brigadir J dan

pada pendekatan yang
digunakan. Kajian Putri
dan Imanullah
menggunakan pendekatan
yuridis normatif melalui
studi kepustakaan dengan
cakupan nasional,
sedangkan penelitian ini
dilakukan dengan metode
kualitatif melalui studi
kasus di Polres Metro.
Penelitian ini
menitikberatkan
perhatian pada faktor-
faktor sosiologis, seperti
pengalaman interaksi

masyarakat dengan polisi,
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tragedi Kanjuruhan,
justru memperkuat
persepsi negatif dan
menurunkan
kepercayaan

masyarakat.

nilai dan norma sosial,
pengaruh media massa
dan media sosial, serta
tingkat pendidikan dan
pemahaman hukum.
Dengan demikian,
penelitian ini memperluas
kajian terdahulu melalui
penjelasan yang lebih
kontekstual dan berbasis

temuan lapangan.

Rossevelt,
F. A., dkk
(2023)

Analisis
Pengaruh Tingkat
Kepercayaan
Publik terhadap
Kinerja
Kepolisian (Studi
kasus: Pencurian
Kendaraan
Bermotor
(Curanmor) di

Kota Medan)

Penelitian ini
menjelaskan bahwa
tingkat kepercayaan
publik berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap persepsi
masyarakat
mengenai kinerja
kepolisian. Semakin
tinggi kepercayaan
masyarakat yang
tercermin melalui
indikator kejujuran,
kompetensi,
tanggung jawab, dan
keadilan semakin
baik pula penilaian
masyarakat terhadap
kemampuan
kepolisian dalam
menangani kasus
curanmor. Temuan
ini sejalan dengan
teori kepercayaan
publik Kim (2005)
dan teori kinerja

Robbins (2006),

Kajian tersebut memiliki
hubungan dengan
penelitian ini karena
keduanya menelaah
kepercayaan masyarakat
terhadap institusi
kepolisian. Namun,
penelitian Rossvelt dkk.
menggunakan metode
kuantitatif deskriptif dan
menempatkan
kepercayaan publik
sebagai variabel yang
memengaruhi penilaian
terhadap kinerja
kepolisian. Sementara itu,
penelitian ini
menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain
studi kasus di Polres Kota
Metro dan diarahkan
untuk mengungkap
faktor-faktor sosiologis
yang membentuk
kepercayaan masyarakat,
seperti interaksi sosial,

pengalaman masyarakat,
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yang menegaskan
bahwa kepercayaan
masyarakat menjadi
faktor penting dalam
membentuk citra,
legitimasi, dan
efektivitas kinerja

institusi kepolisian.

nilai dan norma sosial,
pengaruh media, serta
tingkat pendidikan dan
pemahaman hukum. Oleh
karena itu, penelitian ini
memberikan pendalaman
terhadap proses sosial
terbentuknya
kepercayaan masyarakat
kepada kepolisian dalam

konteks lokal.

Somantri,
Robet, dan
Hendriyana

(2024)

The Influence of
Performance
Effectiveness,
Procedural
Justice and
Social Capital on
Public Trust in
the Police in the
Central Jakarta
Metro Police

Jurisdiction

Penelitian ini
menjelaskan bahwa
faktor-faktor yang
memengaruhi
kepercayaan publik
terhadap kepolisian
di wilayah Jakarta
Pusat dengan
menggunakan
pendekatan
kuantitatif. Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa
efektivitas kinerja
kepolisian dan modal
sosial berpengaruh
signifikan terhadap
tingkat kepercayaan
publik, sedangkan
keadilan prosedural
tidak berpengaruh
signifikan. Temuan
ini mengindikasikan
bahwa kepercayaan
masyarakat lebih
banyak dibentuk

oleh persepsi

Penelitian ini berkaitan
dengan kajian tersebut
karena sama-sama
membahas kepercayaan
masyarakat terhadap
institusi kepolisian,
khususnya dari sudut
faktor sosial yang
memengaruhinya. Akan
tetapi, penelitian
Somamtri, Robet, dan
Hendriyana
menggunakan pendekatan
kuantitatif survei di
wilayah metropolitan
Jakarta Pusat, sedangkan
penelitian ini dilakukan
dengan metode kualitatif
melalui studi kasus di
Polres Kota Metro. Fokus
penelitian ini diarahkan
pada penelusuran
mendalam terhadap
faktor-faktor sosiologis,
seperti interaksi sosial,
pengalaman masyarakat,

nilai dan norma, peran
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terhadap kinerja
polisi yang responsif
serta kualitas
hubungan sosial
antara polisi dan

masyarakat.

media massa dan media
sosial, serta tingkat
pendidikan dan
pemahaman hukum.
Dengan demikian,
penelitian ini
memperkaya kajian
sebelumnya melalui
pembacaan yang lebih

kontekstual.

Edi Sputra
Hasibuan.

(2025)

When the police
are trusted by the

public

Penelitian ini
menyimpulkan
bahwa kepercayaan
masyarakat terhadap
Polri merupakan
indikator penting
keberhasilan kinerja
kepolisian dan
dipengaruhi oleh
pengalaman
langsung masyarakat
dalam berinteraksi
dengan polisi,
pemberitaan media,
serta opini publik
yang berkembang.
Berlandaskan konsep
kepercayaan Francis
Fukuyama,
penelitian ini
menegaskan bahwa
kepercayaan publik
dibangun melalui
prinsip kompetensi,
keterbukaan,
keandalan, dan
keadilan. Hasil

penelitian

Penelitian tersebut
memiliki keterhubungan
dengan penelitian ini
karena sama-sama
mengkaji kepercayaan
masyarakat terhadap
institusi kepolisian dan
menyoroti peran
pengalaman interaksi
serta media dalam
pembentukannya.
Perbedaannya, penelitian
Hasibuan menggunakan
pendekatan yuridis
normatif, sedangkan
penelitian ini memakai
metode kualitatif dengan
desain studi kasus di
Polres Kota Metro. Fokus
penelitian ini adalah
penggalian faktor-faktor
sosiologis secara lebih
mendalam dan
kontekstual. Oleh sebab
itu, penelitian ini
berkontribusi untuk
memperluas kajian

terdahulu dalam
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menunjukkan bahwa
kepercayaan
masyarakat bersifat
fluktuatif dan mudah
menurun ketika
terjadi kasus besar
yang melibatkan
aparat kepolisian,
sehingga diperlukan
pendekatan humanis
dan penguatan
komunikasi melalui
strategi community
policing untuk
memulihkan

kepercayaan publik.

memahami proses sosial
terbentuknya
kepercayaan masyarakat

terhadap kepolisian.

Waljinah,
S., dkk
(2025)

ETIKA PROFESI
POLISI DAN
KEPERCAYAAN
MASYARAKAT:
STUDI ATAS
INTEGRITAS
PENEGAKAN
HUKUM

Penelitian ini
menemukan bahwa
kepercayaan
masyarakat terhadap
kepolisian terbentuk
melalui penilaian
masyarakat atas etika
profesi dan perilaku
aparat dalam
menjalankan tugas.
Hasil penelitian
menunjukkan adanya
tanggapan positif
masyarakat terhadap
peran polisi dalam
melindungi dan
menciptakan rasa
aman, namun juga
terdapat tanggapan
negatif akibat praktik
penyimpangan

seperti pungutan liar

Penelitian ini memiliki
hubungan dengan
penelitian Waljinah dkk.
karena keduanya sama-
sama menggunakan
pendekatan kualitatif dan
menaruh perhatian pada
pengalaman serta
persepsi masyarakat
dalam membentuk
kepercayaan terhadap
institusi kepolisian.
Perbedaannya terletak
pada fokus pembahasan.
Penelitian Waljinah dkk.
lebih menekankan etika
profesi dan integritas
aparat, sedangkan
penelitian ini
memusatkan perhatian
pada faktor-faktor

sosiologis yang lebih luas
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dan sikap arogansi
dalam penegakan
hukum, yang dinilai
tidak sesuai dengan

kode etik profesi.

dalam konteks Kota
Metro, seperti interaksi
sosial, nilai dan norma,
peran media massa dan
media sosial, serta tingkat
pendidikan dan
pemahaman hukum

masyarakat.

Sumber diolah oleh peneliti (2026)
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Kerangka berpikir ini berfungsi untuk menjelaskan kepercayaan masyarakat
terhadap institusi kepolisian dibentuk melalui proses sosial yang berawal dari
pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam kerangka normatif, kepolisian memiliki tiga
fungsi utama, yaitu pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan
kepada masyarakat, merupakan manifestasi konkret kehadiran polisi di tengah
kehidupan masyarakat sekaligus menjadi titik awal interaksi antara warga dan

aparat kepolisian.

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann mengungkap bahwa realitas sosial
tidak terbentuk secara alami, tetapi dikonstruksi terus menerus oleh proses interaksi
sosial. Dalam konteks penelitian ini, cara polisi menjalankan tugasnya akan
dipersepsikan, dimaknai, dan dinilai oleh masyarakat berdasarkan pengalaman dan

pengetahuan sosial yang mereka miliki.

Proses konstruksi sosial tersebut selanjutnya melahirkan berbagai faktor sosiologis
yang berperan dalam membentuk kepercayaan masyarakat. Faktor pertama adalah
interaksi langsung, yaitu pengalaman masyarakat ketika berhadapan atau
berkomunikasi langsung dengan aparat kepolisian, baik dalam pelayanan,
penegakan hukum, maupun kegiatan keamanan. Pengalaman ini dapat membentuk
penilaian positif atau negatif terhadap institusi kepolisian. Faktor kedua adalah nilai
dan norma yang hidup di masyarakat, yang memengaruhi bagaimana masyarakat
menilai perilaku polisi, apakah dianggap adil, sesuai aturan, dan sejalan dengan
nilai sosial yang berlaku. Faktor ketiga adalah media massa, yang berperan
menyebarkan informasi, pemberitaan, dan opini mengenai kinerja kepolisian,
sehingga turut membentuk persepsi publik. Faktor keempat adalah tingkat
pendidikan, yang memengaruhi cara masyarakat memahami tugas kepolisian,
aturan hukum, serta membedakan antara perilaku individu oknum dan institusi

secara keseluruhan.

Seluruh faktor sosiologis tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama
membentuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan
demikian, kepercayaan masyarakat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan

merupakan hasil dari proses sosial yang panjang, dipengaruhi oleh pengalaman,
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nilai, informasi, dan pemahaman masyarakat terhadap peran serta kinerja kepolisian

dalam kehidupan.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.
Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dipakai untuk
mengeksplorasi serta memahami makna yang dibentuk individu maupun
kelompok terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial. Dalam
praktiknya, penelitian kualitatif memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan
penelitian untuk menelaah data yang diperoleh selama proses penelitian, yang

selanjutnya ditafsirkan oleh peneliti.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut
Creswell (2023), studi kasus merupakan salah satu desain dalam penelitian
kualitatif yang menitikberatkan pada analisis secara mendalam terhadap suatu
kasus yang memiliki batasan konteks tertentu (bounded system), yang dapat
berupa individu, kelompok, peristiwa, proses, atau fenomena sosial. Tujuan
utama pendekatan ini adalah untuk memahami secara holistik suatu fenomena
dalam konteks kehidupan nyata melalui berbagai sumber informasi yang

relevan.

Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan untuk menelaah faktor-faktor
sosiologis yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi
kepolisian di Kota Metro. Pemilihan desain tersebut didasarkan pada kebutuhan
untuk membaca persoalan secara kontekstual, memahami hubungan masyarakat
dengan kepolisian, dan menelusuri faktor sosial yang memengaruhi

terbentuknya kepercayaan.
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3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Metro, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih
berdasarkan karakteristik masyarakat Kota Metro yang kompleks dan memiliki
heterogenitas sosial yang tinggi, baik dari segi latar belakang ekonomi,
pendidikan, maupun budaya. Kondisi ini memunculkan beragam persepsi dan

kepercayaan terhadap institusi kepolisian.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus menyoroti faktor sosiologis yang membentuk
kepercayaan masyarakat Kota Metro terhadap institusi kepolisian. Faktor yang
dikaji meliputi pengalaman masyarakat ketika berinteraksi langsung dengan
polisi, nilai dan norma sosial yang hidup di lingkungan masyarakat, pengaruh
media massa dan media sosial, serta tingkat pendidikan dan pemahaman
hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab
pertanyaan alasan mengapa masyarakat Kota Metro mempercayai atau tidak

mempercayai institusi kepolisian.

3.4 Sumber Data
Untuk menjawab fokus penelitian, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data
primer dan data sekunder. Keduanya dipakai secara bersama-sama agar

informasi yang diperoleh lebih lengkap dan dapat mendukung proses analisis.

1. Data Primer

Sumber utama dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang
didapatkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data tersebut diperoleh
melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan, yakni
masyarakat serta pihak kepolisian yang berkaitan dengan pelayanan kepada
masyarakat. Dari wawancara tersebut, peneliti memperoleh keterangan
mengenai pengalaman, pandangan, dan penilaian informan terhadap
institusi kepolisian.

Selain melalui wawancara, data primer juga diperoleh lewat observasi
langsung. Melalui observasi, peneliti melihat situasi pelayanan dan interaksi

antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Dengan demikian, data primer
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dipakai untuk memberikan gambaran nyata mengenai pengalaman sosial

masyarakat dalam membentuk kepercayaan terhadap institusi kepolisian.

2. Data Sekunder
Di samping data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder
sebagai pendukung. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang
telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, arsip, laporan resmi, buku,
jurnal ilmiah, dan pemberitaan media yang berhubungan dengan kepolisian
serta pelayanan publik. Data ini juga dapat berupa dokumen Survei
Kepuasan Masyarakat, profil institusi kepolisian, maupun dokumentasi
selama penelitian berlangsung.
Peran data sekunder dalam penelitian ini adalah melengkapi dan
memperkuat data primer, sehingga peneliti dapat menyusun analisis yang
lebih komprehensif mengenai proses terbentuknya kepercayaan masyarakat
terhadap institusi kepolisian.

Dengan mengkombinasikan kedua sumber tersebut, penelitian ini diharapkan

bisa dapat menjadi lebih komprehensif untuk memberikan gambaran lebih jelas

dan lengkap mengenai proses terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap

institusi kepolisian.

3.5 Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pihak yang memberikan
informasi mengenai fenomena yang sedang dikaji (Heyrana, 2018). Kualitas
penelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan peneliti dalam memilih informan,
sebab informan yang dipilih harus benar-benar mengetahui dan mengalami

persoalan yang diteliti (Creswell, 2014).

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan
informan. Teknik tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti memilih
orang-orang yang dianggap paling memahami masalah penelitian dan memiliki

pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti.
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Target informan pada penelitian ini adalah informan yang memiliki kriteria

sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Metro yang pernah berinteraksi langsung dengan
kepolisian. Individu yang pernah mengurus layanan di Polres Metro
(SKCK, SIM) atau pernah menjadi korban/saksi/pelapor kasus pidana.
Pengalaman langsung ini sangat memengaruhi kepuasan dan kepercayaan.

2. Masyarakat Umum Kota Metro yang mewakili pandangan masyarakat
yang tidak memiliki urusan khusus dengan polisi, mencerminkan
kepercayaan berdasarkan kinerja umum (patroli, kamtibmas, citra).

3. Mampu dan bersedia menyampaikan pengalaman dan persepsinya.

4. Aparat kepolisian yang bertugas di bidang pelayanaan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi.
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari perilaku nyata dan
situasi yang berlangsung langsung di lapangan. Creswell (2023)
menyebutkan bahwa observasi memiliki kedudukan penting dalam
penelitian kualitatif karena membantu peneliti memahami konteks sosial,

interaksi, dan dinamika yang tidak selalu muncul dalam wawancara.

Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan observasi partisipatif terbatas.
Peneliti mengamati langsung situasi pelayanan di Polres Metro,
memperhatikan interaksi yang terjadi, dan mencatat perilaku yang
mungkin tidak terungkap saat wawancara. Dengan cara ini, data yang
diperoleh tidak hanya berasal dari cerita informan, tetapi juga dari

pengamatan langsung terhadap keadaan di lokasi penelitian.

3.6.2 Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data

secara langsung dari partisipan mengenai pengalaman, pandangan, dan
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penafsiran mereka terhadap fenomena yang diteliti. Creswell (2023)
menjelaskan bahwa wawancara kualitatif bersifat terbuka dan semi-
terstruktur, karena peneliti menggunakan pedoman umum sekaligus
memberi ruang bagi partisipan untuk menyampaikan pandangannya secara

bebas.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada masyarakat Kota
Metro dengan latar sosial, ekonomi, dan pendidikan yang beragam.
Tujuannya adalah memahami cara mereka memandang institusi
kepolisian. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada pengalaman, persepsi,
dan faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
kepolisian. Seluruh hasil wawancara direkam, kemudian ditranskripsikan,
lalu dianalisis secara tematik untuk menemukan pola makna dari narasi
para partisipan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara
terstruktur dengan pedoman transkrip wawancara, dan pelaksanaannya
dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan informan. Teknik ini
dipilih karena penelitian membutuhkan penjelasan mendalam tentang
pengalaman interaksi, pengaruh media, serta nilai dan norma yang

memengaruhi pandangan masyarakat.

3.6.3 Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan
dokumentasi sebagai teknik penunjang. Fungsi dokumentasi adalah
memperkuat data yang telah diperoleh sehingga hasil penelitian menjadi
lebih kredibel. Yin (2018) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan
sumber data yang relevan dalam penelitian studi kasus, terutama ketika
penelitian dilakukan pada masyarakat yang telah memiliki kemampuan
baca tulis. Creswell (2023) juga menempatkan dokumen sebagai data
sekunder yang penting untuk menambah konteks terhadap temuan
lapangan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain hasil
Survei Kepuasan Masyarakat, berita lokal tentang kinerja Polres Metro,

serta dokumentasi foto saat wawancara berlangsung.



39

3.7 Teknik Analisis Data

Salah satu tahapan yang paling esensial dalam penelitian adalah analisis data,
karena pada tahap tersebut data diolah dan ditafsirkan untuk menjawab
pertanyaan penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisis data
berdasarkan pandangan Miles dan Huberman (1994), yang membaginya ke

dalam tiga tahap analisis, yaitu:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memusatkan perhatian,
menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari
wawancara maupun catatan lapangan. Pada tahap ini, peneliti
merangkum data, memberi kode, dan mengorganisasikan informasi
agar data mentah berubah menjadi informasi yang bermakna dan siap

dianalisis lebih lanjut.

3.7.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyusunnya ke
dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data
dilakukan dengan menata informasi agar dapat dipakai sebagai dasar
untuk melihat pola, menarik makna, dan menyusun kesimpulan. Pada
konteks penelitian ini, data akan disajikan dalam teks narasi dari hasil
reduksi yang kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Setiap informasi
dari lapangan dapat diakumulasikan dan disusun dalam bentuk yang

padu sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Miles dan
Huberman (1994) menjelaskan bahwa kesimpulan awal dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila

belum didukung bukti yang kuat. Kesimpulan ini bersifat sementara dan
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dapat berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukung setiap premis
pada kesimpulan tersebut. Maka dari itu terdapat proses verifikasi yang
memperkuat data pada penelitian. Pada tahap verifikasi ini peneliti
perlu berpikir dan meninjau ulang data yang telah diperoleh. Proses ini
juga berupaya untuk menyimpulkan data berdasarkan keteraturan pola,
penjelasan, dan alur sebab akibat. Teknik ini dilakukan dengan
menafsirkan makna dari data yang telah dianalisis untuk menjelaskan
bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian

terbentuk

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek yang sangat
penting karena digunakan untuk memastikan validitas data yang diperoleh.
Creswell dan Poth (2018) mengemukakan bahwa validitas penelitian kualitatif
dilakukan dengan memeriksa ketepatan temuan mereka dengan menggunakan
prosedur tertentu guna memastikan data yang diperoleh dan interpretasi yang
dilakukan ialah benar merefleksikan realitas partisipan. Menurut Creswell dan
Poth (2018), validitas penelitian kualitatif berarti bahwa peneliti memeriksa
ketepatan temuan mereka dengan menggunakan prosedur tertentu. Oleh karena
itu, berbagai metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian juga
disesuaikan dengan pedoman Creswell dan Poth (2018): kecukupan refrensial,

pengawasan member, dan triangulasi data.

3.8.1 Triangulasi Data

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan
membandingkan serta memverifikasi informasi yang diperoleh dari
berbagai informan melalui wawancara. Penggunaan beberapa informan
memungkinkan peneliti memperoleh pandangan dari sudut yang berbeda
mengenai persoalan yang sama. Dengan demikian, kesesuaian dan

konsistensi data dapat diperiksa melalui perbandingan antar sumber.
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3.8.2 Pemeriksaan Ulang kepada Informan (Member Check)

Proses ini dilakukan dengan meminta informan untuk meninjau kembali
temuan atau hasil wawancara sementara untuk memastikan bahwa makna
dan interpretasi peneliti dan pengalaman informan selaras. Menurut
Creswell dan Poth (2018), metode paling penting untuk memvalidasi
hasil penelitian adalah pemeriksaan anggota. Proses ini melibatkan
pengembalian data, hasil analisis, interpretasi, dan kesimpulan kepada
partisipan agar mereka dapat menilai ketepatan dan kredibilitas hasil
penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan

penelitian benar-benar mewakili perspektif informan.

3.8.3 Kecukupan Refrensial (Referential Adequacy Materials)

Data pendukung seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, serta
dokumentasi visual disimpan dengan baik sebagai bukti autentik yang
dapat ditinjau ulang untuk memeriksa konsistensi hasil penelitian. Teknik
ini mendukung transparansi proses analisis dan memperkuat kredibilitas

data.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kepolisian Resor Metro Provinsi Lampung

4.1.1 Sejarah Singkat Kepolisian Resor Metro Provinsi Lampung
Dalam kehidupan sosial, rasa aman dan nyaman merupakan
kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat. Di Indonesia,
tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum
berada pada institusi kepolisian. Dalam lingkup wilayah Lampung,
Polres Metro Lampung menjadi salah satu satuan kepolisian yang
memiliki peran penting serta tanggung jawab besar dalam

mewujudkan dan menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat.

Sebagai bagian dari jajaran Polda Lampung, Polres Metro Lampung
termasuk satu dari 15 Kepolisian Resor yang ada di provinsi tersebut.
Ditinjau dari riwayat kepemimpinan Kapolres, Polres Metro memiliki
sejarah yang panjang sehingga dapat disebut sebagai salah satu Polres
tertua di lingkungan Polda Lampung. Kepemimpinan di institusi ini
telah berlangsung sejak 1954, dimulai oleh Kompol Achmid yang
menjabat pada 1954-1960, lalu diteruskan oleh AKBP Sukemi pada
periode 1963-1970. Dalam perkembangan berikutnya, jabatan
Kapolres Metro pernah diemban oleh AKBP Heri Sulistyo Nugroho
sejak 2022 hingga masa tugasnya berakhir pada 22 April 2025,
sebelum akhirnya estafet kepemimpinan diserahkan kepada AKBP

Hangga Utama Darmawan.

Dalam perjalanan organisasinya, Polres Metro juga pernah dipimpin
oleh empat Kapolres wanita. Di antara perwira menengah yang pernah
menjabat posisi tersebut, AKBP Suresmiyati menjadi salah satu nama

penting karena memimpin Polres Metro sekitar dua tahun terhitung
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sejak 2014. Ia juga dikenal sebagai Kapolres perempuan pertama di

jajaran Polda Lampung.

Letak dan wilayah hukum Polres Metro Provinsi Lampung berada di
wilayah administratif Kota Metro. Secara geografis, Kota Metro
terletak di bagian tengah Provinsi Lampung dan dikenal sebagai kota
pendidikan serta pusat pelayanan masyarakat di wilayah sekitarnya.
Dalam konteks tersebut, kantor kepolisian resor berperan sebagai
pusat penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian di wilayah kota, yang
mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, serta pemberian pelayanan kepolisian kepada

publik.

Adapun wilayah hukum Polres Metro mencakup seluruh wilayah
administratif Kota Metro yang terbagi ke dalam beberapa kecamatan,
di antaranya mencakup Metro Pusat, Metro Timur, Metro Barat, Metro
Selatan, dan Metro Utara. Di setiap kecamatan tersebut terdapat
kepolisian sektor (Polsek) yang berada di bawah koordinasi Polres
Metro dan bertugas melaksanakan pelayanan serta pengamanan
langsung di tingkat wilayah yang lebih kecil. Dalam struktur
organisasi kepolisian nasional, Polres Metro berada di bawah
pembinaan dan pengawasan Polda Lampung, yang mengoordinasikan
seluruh jajaran kepolisian di tingkat provinsi. Dengan cakupan
wilayah tersebut, Polres Metro mengemban tanggung jawab penuh
atas stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Kota
Metro beserta aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang

berlangsung di dalamnya.

4.1.2 Tugas dan Fungsi Kepolisian Resor Metro Provinsi Lampung

Beberapa tugas dan fungsi Polres Metro Lampung antara lain:

1. Pemeliharaan keamanan dan  ketertiban  masyarakat
(kamtibmas) dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan

serta penerapan hukum.
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2. Penanganan tindak pidana mencakup proses penyidikan dan
penuntutan terhadap berbagai bentuk kejahatan, seperti
pencurian, penipuan, dan tindak kriminal lainnya.

3. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan melibatkan
warga dalam upaya menjaga keamanan, misalnya melalui
program-program seperti Polisi Souvigner.

4. Pelaksanaan operasi khusus dilakukan untuk menangani
kondisi tertentu, seperti penangkapan pelaku kejahatan maupun

situasi khusus, termasuk baku tembak dan konflik massa.

Selanjutnya, pengaturan mengenai tugas setiap satuan kerja dalam
bidang pelayanan di tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata

kerja.

A. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1), SPKT memiliki tanggung jawab
memimpin serta mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan
kepolisian yang dilaksanakan secara terpadu, terutama yang
berkaitan dengan penerimaan laporan atau pengaduan dari
masyarakat dan penyampaian informasi yang berhubungan
dengan tugas kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pada Pasal 29 ayat (2), SPKT menjalankan beberapa fungsi,
meliputi pemberian pelayanan kepolisian terpadu kepada
masyarakat, seperti penerbitan laporan polisi, tanda bukti
penerimaan laporan, surat pemberitahuan perkembangan hasil
penyidikan, surat keterangan kehilangan, SKCK, surat tanda
terima pemberitahuan, surat keterangan lapor diri, izin
keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin
mengemudi, serta surat tanda nomor kendaraan bermotor. Di
samping itu, SPKT juga berperan dalam mengoordinasikan dan

mengendalikan pemberian bantuan maupun pertolongan,
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termasuk pelaksanaan tindakan pertama di tempat kejadian
perkara, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta
pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dan instansi
pemerintah. Fungsi lainnya mencakup pelayanan kepada
masyarakat melalui surat, sarana komunikasi, dan media sosial,
penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai
ketentuan hukum, serta penyiapan registrasi laporan dan
penyusunan laporan harian kepada Kapolres melalui Bagian

Operasi.

. Satuan Intelijen Keamanan

Dalam Pasal 31 ayat (1), Satuan Intelijen Keamanan dijelaskan
memiliki tugas menyelenggarakan sekaligus membina fungsi
intelijen keamanan. Tugas tersebut mencakup penghimpunan,
pengolahan, dan pendokumentasian data, serta pemberian
pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan
kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan
kepolisian, penerimaan pemberitahuan kegiatan masyarakat
maupun kegiatan politik, dan pemberian rekomendasi atas
permohonan izin kepemilikan senjata api serta penggunaan

bahan peledak.

Adapun menurut Pasal 31 ayat (2), fungsi satuan ini meliputi
pembinaan  kegiatan intelijen keamanan, pelaksanaan
operasional intelijen untuk mendukung deteksi dini dan
peringatan dini, serta pengembangan jaringan informasi melalui
pemberdayaan personel intelijen. Selain itu, satuan ini juga
bertugas menghimpun, menyimpan, dan memperbarui biodata
tokoh  formal maupun informal, mengelola serta
mendokumentasikan perkembangan lingkungan strategis,
menyiapkan produk intelijen bagi kepentingan Polres, menyusun
prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis

terhadap perkembangan yang memerlukan perhatian pimpinan.



46

Satuan ini juga melaksanakan pelayanan administrasi berupa izin
kegiatan keramaian umum, surat tanda terima pemberitahuan,
SKCK, serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan
peledak. Sementara itu, Pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa
struktur Satuan Intelijen Keamanan meliputi urusan pembinaan
operasional, urusan administrasi dan ketatausahaan, serta urusan

pelayanan administrasi.

. Satuan Lalu Lintas

Pasal 41 ayat (1) menegaskan bahwa Satuan Lalu Lintas
memiliki tanggung jawab melaksanakan pengaturan, penjagaan,
pengawalan, dan patroli lalu lintas, menjaga keamanan dan
keselamatan lalu lintas, memberikan pelayanan registrasi serta
identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, sekaligus

menegakkan hukum di bidang lalu lintas.

Menurut Pasal 41 ayat (2), fungsi yang dijalankan satuan ini
meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan
serta pembinaan personel dan logistik, pelaksanaan administrasi
dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan. Selain itu,
Satuan Lalu Lintas juga menjalankan pembinaan manajemen
operasional dan pelatihan, pengembangan sistem teknologi
informasi dan komunikasi lalu lintas, analisis dan evaluasi, serta
pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas. Fungsi lain
yang dijalankan yaitu penyelenggaraan pendidikan masyarakat
di bidang lalu lintas, pengoperasian rekayasa lalu lintas dan
angkutan jalan, serta pelaksanaan audit dan inspeksi. Dalam
bidang penegakan hukum, tugasnya mencakup penyelidikan dan
penyidikan perkara lalu lintas, penanganan kecelakaan dan
pelanggaran lalu lintas, hingga tindakan pertama di tempat
kejadian perkara kecelakaan lalu lintas. Selain itu, satuan ini juga
memberikan pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor serta pengemudi, dan menyelenggarakan
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kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli lalu

lintas.

. Satuan Reserse Kriminal

Menurut Pasal 33 ayat (1), Satuan Reserse Kriminal bertugas
melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan
penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk identifikasi dan
laboratorium forensik lapangan, serta melakukan pembinaan,
koordinasi, dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri
sipil.

Dalam Pasal 33 ayat (2), dijelaskan bahwa fungsi satuan ini
mencakup pembinaan teknis administrasi penyelidikan dan
penyidikan, identifikasi, serta laboratorium forensik lapangan.
Satuan ini juga memberikan pelayanan dan perlindungan khusus
bagi remaja, anak, dan perempuan, baik sebagai pelaku maupun
korban, sesuai peraturan yang berlaku. Satuan Reserse Kriminal
juga melaksanakan identifikasi untuk kepentingan penyidikan
dan pelayanan umum, menganalisis perkara beserta
penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas.
Fungsi lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap
penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit
Reserse Kriminal Polsek maupun Satuan Reserse Kriminal
Polres, sekaligus membina, mengoordinasikan, dan mengawasi
penyidik pegawai negeri sipil dalam aspek operasional maupun
administrasi penyidikan. Di samping itu, satuan ini berwenang
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana
umum maupun khusus, termasuk tindak pidana ekonomi,
korupsi, dan tindak pidana tertentu lainnya di wilayah hukum

Polres.

. Seksi Profesi dan Pengamanan
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Seksi Profesi dan Pengamanan

memiliki peran dalam mengawasi pembinaan serta pemeliharaan
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disiplin, pengamanan internal, pertanggungjawaban profesi,
penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan
yang dilakukan pegawai negeri pada Polri, serta pelaksanaan
penelitian dan rehabilitasi personel sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) menjelaskan
bahwa fungsi yang dijalankan oleh Seksi Profesi dan
Pengamanan meliputi pelayanan, pengawasan, dan pemantauan
atas pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan
perilaku maupun tindakan pegawai negeri pada Polri yang
diduga melanggar disiplin atau kode etik profesi. Selain itu,
fungsi lainnya mencakup pembinaan dan pengamanan internal
yang berkaitan dengan personel, materiil, kegiatan, dan bahan
keterangan, penegakan disiplin serta kode etik profesi Polri, dan
pembinaan profesi melalui penguatan etika profesi, audit
investigasi terhadap kasus internal maupun eksternal, serta

penegakan etika profesi Polri.

4.1.3 Visi dan Misi Kepolisian Resor Metro Provinsi Lampung
Visi Polres Metro:
Visi Polres Metro adalah “Terwujudnya wilayah hukum Polres Metro
yang aman dan tertib”. Visi tersebut merupakan penjabaran dari visi
Polda Lampung. Makna yang terkandung di dalamnya menegaskan
bahwa wilayah hukum Polres Metro sebagai bagian dari Provinsi

Lampung diharapkan berada dalam kondisi aman, terbebas dari
berbagai bentuk ancaman, serta mencerminkan kehidupan yang tertib.

Misi Polres Metro:

Misi Polres Metro dirumuskan dengan mengacu pada amanat tugas,
fungsi, dan kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021. Secara umum,
pelaksanaan misi tersebut diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
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1. Perlindungan
Pelaksanaan fungsi perlindungan dilakukan melalui penguatan
langkah-langkah pencegahan terhadap potensi gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga kehidupan
masyarakat, jalannya pemerintahan, dan seluruh sumber daya di
Kota Metro dapat terjaga dari gangguan kamtibmas.

2. Pengayoman
Fungsi pengayoman dijalankan dengan memberikan jaminan
rasa aman kepada masyarakat Kota Metro melalui peningkatan
kesadaran hukum serta dorongan terhadap keterlibatan
masyarakat agar terbentuk dukungan dan kerja sama dalam
menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas.

3. Pelayanan
Fungsi pelayanan diwujudkan dengan membantu masyarakat
memperoleh layanan kepolisian yang berkaitan dengan
penegakan hukum maupun pelayanan publik dasar, yang

dilaksanakan secara profesional dan berkeadilan.

4.1.4 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Metro Provinsi Lampung
Struktur organisasi Polres merupakan susunan jabatan dan pembagian
tugas di lingkungan Kepolisian Resor yang dibentuk untuk menunjang
pelaksanaan fungsi kepolisian secara terkoordinasi pada tingkat
kabupaten atau kota. Struktur ini menjadi pedoman dalam mengatur
hubungan kewenangan, tanggung jawab, dan alur komando
antarbagian di dalam Polres, sehingga setiap unit dapat melaksanakan
tugas sesuai bidangnya masing-masing secara profesional. Dengan
struktur yang tersusun jelas, pelaksanaan tugas kepolisian, baik dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, maupun pelayanan kepada masyarakat, dapat berjalan secara

optimal.

Dalam struktur organisasi Polres, Kapolres berkedudukan sebagai
pimpinan utama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas

kepolisian di wilayah Kota Metro. Pelaksanaan tugas tersebut
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didukung oleh para kepala satuan yang menjalankan fungsi sesuai

bidangnya masing-masing, yakni KA SPKT, Kasat Intelkam, Kasat

Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat

Samapta, dan Kasat Tahti.
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Metro

Dari data personel Polres Metro Provinsi Lampung terdapat 395

personel yang terdiri dari 367 personel Polri dan 28 personel PNS.

Berikut persebaran jumlah personel menurut satuan kerja yang ada di

Polres Metro Provinsi Lampung.

Tabel 4.1 Persebaran Jumlah Personel Polres Metro

No.

Satuan Kerja

Personel

Polri

Personel
PNS

Jumlah

Pimpinan

2

Bagian Operasi

24

Bagian Perencanaan

5

hall Bl I b

Bagian Sumber Daya
Manusia

13

WA= O

9]

Bagian Logistik

[a—

a

Seksi Pengawasan

Seksi Profesi dan
Pengamanan

O | —

Seksi Hubungan
Masyarakat




51

9. | Seksi Hukum 6 0 6

10. | Seksi Teknologi 5 0 5
Informasi Komunikasi

11. | Seksi Umum 6 5 11

12. | Sentra Pelayanan 15 0 15
Kepolisian Terpadu

13. | Satuan Intelijen 34 2 36
Keamanan

14. | Satuan Reserse Kriminal 46 2 48

15. | Satuan Reserse Narkoba 23 1 24

16. | Satuan Pembinaan 14 0 14
Masyarakat

17. | Satuan Samapta 60 1 61

18. | Satuan Lalu Lintas 51 4 55

19. | Satuan Tahanan dan 10 0 10
Barang Bukti

20. | Seksi Keuangan 3 1 4

21. | Seksi Kedokteran dan 12 2 14
Kesehatan

Jumlah 367 28 395




VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini ialah bahwa terdapat beberapa faktor sosiologis
yang berperan dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap

institusi kepolisian.

Pertama, pengalaman interaksi langsung memiliki peran yang sangat
menentukan dalam pembentukan kepercayaan. Sikap dan perilaku aparat
saat memberikan pelayanan menjadi faktor penting, karena pengalaman
yang positif cenderung memperkuat kepercayaan masyarakat, sedangkan

pengalaman negatif dapat menurunkannya.

Kedua, media massa dan media sosial turut memengaruhi pembentukan
persepsi masyarakat. Informasi yang berasal dari pemberitaan maupun
pengalaman orang lain sering kali diterima sebagai kenyataan sosial,
sehingga membentuk pandangan umum masyarakat terhadap kepolisian,

meskipun tidak selalu didasarkan pada pengalaman pribadi.

Ketiga, tingkat pendidikan dan pemahaman hukum juga berpengaruh dalam
menilai pelayanan kepolisian. Namun, pemahaman hukum terbukti
memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan tingkat pendidikan.
Semakin baik pemahaman hukum masyarakat, semakin besar kemungkinan
mereka membangun kepercayaan berdasarkan penilaian yang objektif,
bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau opini yang dipengaruhi oleh

isu sosial.
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Keempat, nilai dan norma sosial menjadi dasar penting dalam penilaian
masyarakat terhadap aparat kepolisian. Masyarakat menilai perilaku aparat
berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai kejujuran, keadilan, dan
profesionalisme. Ketika perilaku aparat dinilai selaras dengan nilai-nilai
tersebut, kepercayaan masyarakat cenderung meningkat. Sebaliknya,
ketidaksesuaian antara perilaku aparat dan nilai yang dianut masyarakat

dapat memicu penurunan tingkat kepercayaan.

Proses pembentukan kepercayaan masyarakat berlangsung melalui tahapan
konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
Masyarakat membentuk persepsi melalui pengalaman sosial, kemudian
persepsi tersebut berkembang menjadi pandangan kolektif, dan akhirnya
tertanam dalam kesadaran individu sebagai sikap percaya atau tidak percaya

terhadap kepolisian.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan
masyarakat terhadap kepolisian merupakan realitas sosial yang dikonstruksi
melalui interaksi, pengalaman, nilai norma, dan proses pemaknaan bersama

dalam masyarakat.

6.2 Saran
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat

diajukan kepada pihak-pihak terkait.

1. Bagi Institusi Kepolisian

Kepada pihak kepolisian, khususnya pada bidang pelayanan di
Polres Metro, disarankan untuk melakukan penguatan kualitas
pelayanan melalui pelatihan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Pertama, perlu diadakan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian
pada bidang pelayanan yang berfokus pada peningkatan kemampuan
komunikasi, sikap profesional, serta penerapan prinsip keadilan
prosedural dalam melayani masyarakat. Pelatihan ini penting agar
setiap interaksi antara polisi dan masyarakat dapat berlangsung

secara sopan, transparan, dan adil, sehingga mampu membangun
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pengalaman positif yang berkontribusi pada peningkatan
kepercayaan masyarakat.

Kedua, perlu adanya penguatan fungsi pengawasan oleh pimpinan
pada bidang pelayanan di Polres Metro terhadap kinerja anggota di
lapangan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara rutin dan
sistematis untuk memastikan bahwa standar pelayanan telah
dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, pengawasan
juga berperan sebagai sarana evaluasi untuk mengidentifikasi
kendala serta memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Dengan adanya pelatihan yang terarah dan pengawasan yang
optimal, diharapkan kualitas pelayanan kepolisian semakin
meningkat, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap institusi kepolisian.

Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan membangun pola komunikasi yang lebih
terbuka dan partisipatif dengan kepolisian. Keterlibatan masyarakat
dalam menjaga ketertiban sosial serta kesediaan untuk memberikan
masukan secara positif dapat membantu memperbaiki hubungan
antara masyarakat dan aparat kepolisian. Selain itu, masyarakat juga
perlu lebih kritis dan selektif dalam menyikapi informasi yang
beredar, terutama yang berasal dari media sosial..

Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang
lebih mendalam mengenai hubungan antara kepercayaan masyarakat
dan efektivitas pelayanan kepolisian dengan menggunakan
pendekatan yang lebih luas, misalnya pendekatan kuantitatif. Selain
itu, penelitian juga dapat diperluas ke wilayah lain atau dilakukan
secara komparatif antar daerah untuk memperoleh gambaran yang
lebih komprehensif mengenai karakteristik kepercayaan masyarakat

terhadap institusi kepolisian.
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